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ABSTRACT

This study aims to analyze pro-poor village development policies through a case study
of the management of Tanah Kas Kalurahan (village treasury land) in Bangunkerto
Village, Turi Sub-District, Sleman Regency. The background of this research is based
on the fact that rural poverty remains high, while the management of village assets
such as Tanah Kas Kalurahan has not been fully optimized to support poverty
alleviation. This research employs a descriptive qualitative approach with data
collection techniques including in-depth interviews, field observations, and document
analysis. The findings indicate that the management of Tanah Kas Kalurahan in
Bangunkerto refers to Kalurahan Regulation No. 3 of 2019 and Yogyakarta Governor
Regulation No. 24 of 2024. The land is utilized for agricultural and non-agricultural
activities through an annual lease system. Although some plots are allocated to poor
communities, there is no specific affirmative policy that systematically prioritizes
marginalized groups. Poor tenants still face limited access to capital, training, and
business assistance. The findings also reveal a dilemma between optimizing Village
Original Revenue (PAD) and prioritizing the poor. This study concludes that the
management of Tanah Kas Kalurahan in Bangunkerto has not yet fully adopted a pro-
poor perspective. Although there are efforts by the village government to provide
access to land for poor residents, these efforts are not yet supported by strong
affirmative policies. Therefore, policy strengthening is needed through participatory
approaches, social protection systems, and the integration of economic empowerment
programs to ensure that Tanah Kas Kalurahan becomes an effective instrument for
sustainable poverty alleviation.

Keywords: Village Development Policy, Pro-Poor, Tanah Kas Kalurahan, Poverty,
Empowerment
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam pembangunan
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Kemiskinan di pedesaan masih
menjadi tantangan besar dalam pembangunan Indonesia (Nain, 2019). Data
BPS bulan Maret tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin
di pedesaan mencapai 11,79%, lebih tinggi dibanding perkotaan sebesar 7,09%.
Isu kemiskinan telah berkembang menjadi tantangan serius dalam proses
pembangunan yang membutuhkan penanganan kompleks dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia menempatkan upaya pengentasan kemiskinan sebagai
prioritas dalam agenda pembangunan nasional, yang tercermin dalam Nawa
Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini
diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera, dimana salah satu komponennya adalah kebijakan
landreform yang bertujuan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat
(Alfianti, 2024).

Di Indonesia, kemiskinan sebagian besar terjadi di kawasan pedesaan.
Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat di pedesaan terdapat sumber
daya alam yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Desa
memiliki beragam potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk
pembangunan, mencakup sumber daya fisik, sosial, manusia, dan budaya.
Namun, sayangnya, tidak semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara
maksimal, dikarenakan keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia,
teknologi, dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius

untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa melalui berbagai program



pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan kemampuan
masing-masing desa. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah
dengan melibatkan mereka secara aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi
masyarakat sangat penting dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Ariadi, 2019).

Paradigma pembangunan desa mengalami transformasi signifikan sejak
diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa kini memiliki
kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan asetnya, termasuk
dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan
(Mariana dkk, 2020). Menurut Amalia & Syawie (2015), pendekatan
pembangunan pedesaan harus menempatkan masyarakat miskin sebagai
prioritas utama. Hal ini menegaskan pentingnya perspektif pro-poor dalam
pembangunan desa. Implementasi kebijakan yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat miskin perlu diterapkan secara konsisten dari level
pemerintah pusat hingga desa. Pendekatan kebijakan pro-poor dianggap
sebagai solusi efektif dalam menangani persoalan kemiskinan, karena secara
spesifik berfokus pada intervensi langsung untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap kebijakan pro-
poor telah diformalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, yang
substansinya sejalan dengan berbagai kajian akademis dan praktik baik
penerapan kebijakan pro-poor di berbagai negara (Bashofy dkk, 2015).

Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa
yang berperspektif pro-poor (berpihak pada Masyarakat miskin) adalah
pengelolaan tanah kas desa atau di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut
sebagai tanah kas kalurahan. Pengelolaan tanah kas desa (tanah kas kalurahan)
menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa. Sebagai aset strategis
desa, Tanah Kas Desa merupakan lahan yang berada di bawah kewenangan dan

pengelolaan pemerintah desa. Tanah Kas Desa berperan sebagai modal dasar



dalam mendukung pembangunan wilayah pedesaan. Optimalisasi pengelolaan
Tanah Kas Desa dapat menjadi sumber pendapatan utama desa yang kemudian
dialokasikan untuk berbagai program pengembangan desa, sejalan dengan
mandat pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya (Sekarningrum dalam Petisa, 2024).

Status keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
membuat daerah tersebut mempunyai kewenangan khusus dalam pengaturan
aset desa, terutama dalam aspek pertanahan, sebagaimana diatur dalam UU No
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pengaturan keistimewaan
pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkuat melalui Peraturan
Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2017, yang mengatur
pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Implementasi Perdais tersebut, awalnya ditetapkan pada Pergub DIY Nomor 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Namun, dalam
perkembangannya, pada 7 Mei 2024, regulasi ini diperbarui dengan terbitnya
Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan,
yang menggantikan Pergub sebelumnya (Tirtayasa, 2024).

Berdasarkan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan
Tanah Kalurahan, Tanah Kalurahan didefinisikan sebagai Tanah Bukan
Keprabon atau Dede Keprabon yang berasal dari Kasultanan atau Kadipaten
dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak anggaduh. Tanah
kalurahan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu: tanah kas kalurahan,
pelungguh, pengarem-arem, serta tanah wuntuk kepentingan publik.
Pemanfaatan tanah kalurahan diarahkan untuk tiga tujuan utama:
pengembangan kebudayaan, pemenuhan kepentingan sosial, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kalurahan diberi kewenangan untuk
mengelola dan memanfaatkan aset ini untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Meski



demikian, upaya optimalisasi pemanfaatan Tanah kalurahan untuk mendukung
pembangunan masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi
(Tirtayasa, 2024).

Dalam konteks pengelolaan tanah kas kalurahan, Bangunkerto
merupakan salah satu contoh desa atau kalurahan yang masih menghadapi
problem berkaitan dengan relevansinya dalam pengarusutamaan model
kebijakan pembangunan desa berperspektif pro-poor. Ngara (2022) dalam
penelitiannya menemukan tanah kas Desa Wonokerto memiliki potensi besar
untuk dijadikan sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan tanah kas desa
dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dengan cara disewakan kepada
masyarakat untuk pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan,
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, khususnya petani
miskin. Ada keterlibatan langsung dari warga dalam proses pengambilan
kebijakan  pengelolaan melalui  perwakilan yang disebut Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). BPD bertanggung jawab untuk membantu
dalam penyusunan kebijakan dan memastikan pengelolaan tanah kas desa
berjalan lancar dan tertib.

Berbeda dengan temuan Ngara (2022), informasi dari pemangku
Kalurahan Bangunkerto disebutkan bahwa Kalurahan Bangunkerto memiliki
tanah kas kalurahan yang cukup luas, yaitu sekitar
353.307,5 m?. Tanah kas kalurahan yang cukup luas ini berpotensi besar dalam
mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada
masyarakat miskin (pro-poor). Disampaikan bahwa tata kelola tanah kas
kalurahan di Kalurahan Bangunkerto belum sepenuhnya berjalan optimal,
terutama dalam hal pemerataan manfaat untuk masyarakat miskin. Dalam
beberapa tahun terakhir, pengelolaan tanah kas kalurahan di Kalurahan

Bangunkerto masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu: Pertama, terjadi



kesenjangan antara potensi dan realisasi pemanfaatan tanah kas kalurahan,
dimana sejumlah lahan produktif justru terbengkalai dan tidak dikelola secara
optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam
pengelolaan aset kalurahan yang seharusnya dapat berkontribusi dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; Kedua, dampak pandemi
COVID-19 dan fenomena gagal panen telah menciptakan kerentanan ekonomi
bagi para penyewa tanah kas kalurahan, yang tercermin dari ketidakmampuan
membayar uang sewa tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola tanah
kas kalurahan belum memiliki sistem perlindungan yang memadai untuk
menghadapi masalah-masalah tidak terduga; Ketiga, rendahnya partisipasi
masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas kalurahan.
Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah
Kalurahan yang mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
miskin dalam mengelola dan memanfaatkan tanah kas kalurahan. Merujuk
kondisi terkini dari pengelolaan tanah kas Kalurahan Bangunkerto, untuk
selanjutnya penelitian ini akan menganalisis mengenai “Kebijakan
Pembangunan Desa Berperspektif Pro-Poor: Studi Tata Kelola Tanah Kas

Kalurahan di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman”

. Rumusan Masalah

Meskipun tanah kas kalurahan merupakan aset strategis desa yang dapat
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok miskin,
namun praktiknya masih perlu ditelaah lebih lanjut. Terdapat permasalahan
terkait tata kelola dan sistem pemanfaatan tanah kas kalurahan yang perlu
dilihat relevansinya dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kalurahan
Bangunkerto. Berbagai aspek seperti sistem bagi hasil, mekanisme penyewaan

tanah, partisipasi masyarakat, serta kendala-kendala dalam implementasi



kebijakan pro-poor perlu dikaji secara mendalam. Hal ini penting untuk
memahami sejauh mana kebijakan pengelolaan tanah kas kalurahan
berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya dalam
upaya pengentasan kemiskinan.

Meskipun kebijakan pengelolaan tanah kas kalurahan dirancang untuk
memberdayakan masyarakat miskin, masih ditemukan ragam hambatan bagi
kelompok miskin. Persyaratan administratif yang rumit, kebutuhan modal awal
yang besar, serta sistem pembayaran sewa yang kaku justru membatasi bagi
masyarakat miskin untuk dapat mengambil bagian dalam pengelolaan tanah kas
kalurahan. Tanah kas kalurahan yang seharusnya menjadi instrumen
pengentasan kemiskinan justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok
masyarakat yang relatif mampu secara ekonomi.

Kebijakan pro-poor pada dasarnya menekankan pentingnya
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan
tanah kas kalurahan. Namun demikian, masih terjadi monopoli informasi dan
pengambilan keputusan yang terpusat pada elit desa. Hal ini menciptakan
kesenjangan antara tujuan kebijakan Pro-Poor dengan realitas di lapangan,
dimana masyarakat miskin justru memiliki keterbatasan dalam mengakses
informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan
tanah kas kalurahan yang seharusnya dapat menjadi sumber daya untuk
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan dari
penelitian ini yaitu:

1. Apa saja kebijakan yang diterapkan kalurahan berkaitan dengan tata kelola
tanah kas kalurahan?

2. Bagaimana perspektif pemangku kepentingan di tingkat kalurahan
berkaitan dengan keberadaan masyarakat miskin dan peningkatan ekonomi

masyarakat di Kalurahan Bangunkerto?



3. Bagaimana relevansi kebijakan tata kelola tanah kas kalurahan dengan
pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di

Kalurahan Bangunkerto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kebijakan yang diterapkan kalurahan berkaitan dengan tata
kelola tanah kas kalurahan.

2. Menganalisis perspektif pemangku kepentingan di tingkat kalurahan
berkaitan dengan keberadaan masyarakat miskin dan peningkatan ekonomi
masyarakat di Kalurahan Bangunkerto.

3. Menganalisis relevansi kebijakan tata kelola tanah kas kalurahan dengan
pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di

Kalurahan Bangunkerto.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan
model tata kelola aset kalurahan yang pro-poor dan melengkapi studi-studi
sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ngara (2021) dalam "Kebijakan
Pengelolaan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Petani Miskin Kalurahan
Wonokerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta". Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi
pemerintah kalurahan dalam mengoptimalkan pengelolaan tanah kas kalurahan

untuk pengentasan kemiskinan.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kalurahan Bangunkerto mengelola tanah kas kalurahan
(TKK) berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan
Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024. Namun, hingga saat ini belum ada aturan
khusus yang secara jelas menyebutkan bahwa TKK harus diprioritaskan untuk
masyarakat miskin. Akses bagi warga miskin masih bergantung pada hasil
musyawarah di tingkat padukuhan dan kebijakan internal yang belum tertulis.
Meskipun dalam praktiknya tanah yang subur diberikan kepada warga miskin,
kebijakan tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat. Akibatnya,
pelaksanaannya tidak selalu konsisten dan belum sepenuhnya mendukung
upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengelolaan TKK juga menghadapi
kendala seperti kurangnya pencatatan administrasi, terbatasnya modal warga,
dan belum adanya pendampingan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa
pendekatan pro poor dalam pengelolaan TKK di Kalurahan Bangunkerto masih
bersifat terbatas dan belum menjadi bagian dari kebijakan resmi yang berpihak
pada warga miskin.

Pemangku kepentingan di Kalurahan Bangunkerto memandang bahwa
kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan ekonomi, tetapi juga
karena keterbatasan akses, kurangnya keterampilan, serta rendahnya motivasi
masyarakat untuk keluar dari zona nyaman. Lurah dan perangkat kalurahan
mengakui adanya dilema antara target menurunkan angka kemiskinan dan
tuntutan masyarakat agar bantuan terus diberikan. Beberapa staf kalurahan
menilai bahwa peningkatan jumlah masyarakat miskin juga disebabkan oleh
turunnya harga komoditas utama seperti salak, serta daya beli masyarakat yang

melemah. Sementara itu, proses identifikasi masyarakat miskin dilakukan
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melalui musyawarah padukuhan yang melibatkan perangkat lokal, dengan
kriteria yang fleksibel dan menyesuaikan realita sosial di masing-masing
wilayah.

Kebijakan tata kelola tanah kas kalurahan di Bangunkerto memiliki
relevansi dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi
masyarakat, terutama bagi kelompok miskin. Melalui kebijakan penyewaan
tanah untuk pertanian dan hortikultura, masyarakat miskin diharapkan dapat
memanfaatkan tanah sebagai sumber penghasilan. Namun dalam
pelaksanaannya, hasil yang dicapai belum maksimal. Banyak penyewa dari
keluarga miskin mengalami kesulitan karena keterbatasan modal, kurangnya
pendampingan, dan harga hasil panen yang tidak menentu. Bahkan, beberapa
lahan dialihfungsikan tanpa perencanaan yang jelas, yang tidak sesuai dengan
Pasal 11 ayat (3) Pergub DIY No. 24 Tahun 2024 yang menyebut bahwa tanah
desa harus digunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Masalah ini tidak
hanya soal aturan dan administrasi, tetapi juga menyangkut kurangnya
keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, lemahnya
dukungan dari pemerintah kalurahan, dan belum adanya perlakuan khusus bagi
warga miskin agar bisa lebih diberdayakan. Karena itu, supaya kebijakan ini
benar-benar bermanfaat, perlu ada kerja sama yang lebih kuat antara
pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta upaya nyata agar tanah kas

kalurahan bisa benar-benar menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah
Kalurahan Bangunkerto:
1. Memperkuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan tanah kas kalurahan agar

benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
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miskin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan
Gubernur DIY No. 24 Tahun 2024.

. Meningkatkan dukungan teknis melalui pendampingan, penyediaan akses
permodalan, dan pelatihan kewirausahaan bagi penyewa tanah kas
kalurahan, khususnya masyarakat miskin.

. Mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan motivasi,
kesiapan, dan potensi lokal, serta tidak semata-mata bergantung pada

bantuan sosial.
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